
I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 246 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2015
TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, UNIT PENGELOLA LOKASI
BINAAN DAN PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN

UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015
telah diatur mengenai pembubaran dan masa transisi Unit
Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,
Unit Pengelola Lokasi Binaan Dan Promosi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

b. bahwa dikarenakan sampai saat ini proses pengalihan
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum
selesai sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
215 Tahun 2015 tentang Pembubaran Unit Pengelola Dana
Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola
Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan
Pcraturan Pcrundang-Unclangan;

6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiI
Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana teIah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AcIministrasi
Pemerin tahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana teIah diu bah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
"

PengeIoIaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 lentang PcIaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
PengeIoIaan Barang Milik Negara / Daerah;

14. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang
Pedoman Teknis PengeIolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

16. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang
PoIa Organisasi Pemngkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Organisasi
Perangkat Daerah;

18. Peraturan Gubcrnur Nomor 236 Tahun 2014 tcntang Organisasi
dan Tata Kerja Din8S Koper8si, US8ha Mikro, KeciI clan
Mencngah Serta Perclagangan;

19. Per8turan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tcnt8ng Orgnnisnsi'.- '.

d8n T8ta Kerja Dinas Kcl8ul8n, Pcrlaniiln clan KcLli,~lJl;'n

Pangan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015 tentang Pembubaran
Unit Pengclo1a Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat, Unit PengeIoIa Lokasi Binaan clan Promosi US8ha
Mikro, Kedl dan Menengah, dan Unit Pengelola Rumah Potong
Hewan;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERU BAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 215 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, UNlT PENGELOLA
LOKASI BINAAN DAN PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DAN UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN.

Pasa] I

Beberapa ketentuan clalam Peraturan Gubernur Nomor 215
Tahun 2015 ten tang Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi
Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Ivlencngah dan Unit
Pengelola Rumah Potong Hewan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 c\iubah, sehingga Pasal 5 bcrbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas terhitung mulai
tanggal2 Januari 2016 sampai dengan tangga131 Maret 2016.

(2) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana
dimaksllc\ pada ayat (1), clilaksanakan penyelesaian selllruh
kewajiban serta tanggung jawab terhaclap :

a. keuangan;

b. Pegawai Negeri Sipil dan Pcgawai Non Pegawai Negeri
Sipil;

c. aset dan dokumen; clan

d. ikatan hukum dan permasalahan hukum dcngan pihak
ketiga.

(3) Seluruh kewajiban clan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjac\i tanggung jawab Kepala
Unit Pengelola Dana Bergulir Pem berclayaan Ekonomi
Masyarakat, Kepala Unit Pengelola Lokasi Binaan clan
Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kepala Unit.
Pengelola Rumah Potong Hcwan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pased 8 bCl"bunyi schagai
berikut :

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berJaJ<ll pada tanggaJ 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernllr ini dengan penempatannya clalam Bcrita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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Pasaill

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini :

1. Seluruh frasa "Masa Transisi" selanjutnya dibaca pelaksanaan
penyelesaian peralihan tugas.

2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72180

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
,.' rr-'-L \,~
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